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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan 

laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pelayanan Pembuatan Kartu 

Pencari Kerja (AK-1) Tahun 2021 ini dapat terlaksana. Adapun dalam 

penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berpedoman pada 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. 

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan di Dinas Tenaga 

Kerja dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan berada pada interval nilai 83,49 

dengan mutu pelayanan A atau dapat dikatakan bahwa kinerja unit pelayanan 

berkategori  Sangat Baik. 

Kami menyadari bahwa hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini masih 

jauh dari sempurna sehingga saran masukan yang bersifat membangun sangat 

kami harapkan. Namun demikian kami tetap berharap hasil survei ini dapat 

dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pelayanan bagi Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan pada unsur-unsur pelayanan yang masih 

kurang. 

Demikian semoga hasil survei ini dapat bermanfaat bagi peningkatan 

kinerja pelayanan menuju terwujudnya pelayanan prima di Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Lamongan 

                      Lamongan,        Nopember 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ii 

 

DAFTAR ISI  
 

 

Kata Pengantar ……………………………………………    i 

Daftar isi ……………………………………………   ii 

I. PENDAHULUAN  …………………………………………...  I-1   

1.1. Latar Belakang  ……………………………………………  I-1   

1.2. Peraturan Perundangan ……………………………………………  I-3   

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sasaran 

1.5. Ruang Lingkup 

1.6. Manfaat 

1.7. Unsur - unsur Penilaian 

…………………………………………… 

............................................................... 

.............................................................. 

.............................................................. 

............................................................... 

 I-4 

 I-5 

 I-5 

 I-5 

 I-6 

 

  

II. HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DISNAKER 

…………………………………………... II-8   

2.1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 
Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja 
(AK-1) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Lamongan 

2.2. Hasil Penilaian SKM Per Unsur Pelayanan 

 

…………………………………………… 

 

 

............................................................... 

 

II-8 

 

 

II-17 

  

2.3. Kesimpulan Hasil Survei Kepuasan 
Masyarakat (SKM) 

…………………………………………… II-18   

III. KESIMPULAN  DAN SARAN 

3.1          Kesimpulan  

3.2          Saran 

 

…………………………………………... 

........................................................ 

........................................................ 

 

III-19 

III-19 

III-19 

 

 

  

     

     

     

 



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2021  
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN I-1 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, Pemerintah diwajibkan meningkatan kualitas 

dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas 

umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan 

bagi setiap warga negara/ penduduk dan penyalahgunaan wewenang 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan 

kebutuhan dasar masyarakat. 

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pedoman ini menggantikan 

pedoman sebelumnya dalam PermenpanRB No. 16 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan sebelumnya dipandang 

tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam 

pelaksanaannya, sehingga perlu untuk disesuaikan dengan metode 

survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan 

ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan 

tegas bagi penyelenggara pelayanan publik. 

    Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang 

atau jasa kepada masyarakat oleh pemerintah, dalam rangka tanggung 

jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung atau secara 

kemitraan dengan swasta dan masyarakat. Pelayanan publik harus 

diberikan kepada masyarakat karena adanya kepentingan 

publik/masyarakat (public interest), yang harus dipenuhi oleh pemerintah, 

karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk 

memenuhinya. 
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   SKM wajib dilaksanakan oleh seluruh unit   penyelenggara  

pelayanan   publik   sebagaimana   diamanatkan   oleh Undang – Undang 

Nomor  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan didukung   oleh   

Peraturan   Menteri   Pendayagunaan Aparatur  Negara (PermenPAN) 

Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 

2014 dan pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang 

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit 

Pelayanan Instansi Pemerintah dan diperbarui dengan Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/M.PAN/2/2014 

tentang Pedoman Umum Penyusunan  Survei Kepuasan Masyarakat 

atau SKM. Namun demikian pada Bulan Mei 2017, pemerintah kembali 

mengeluarkan pedoman umum penyusunan SKM terbaru yang 

tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (Peraturan Kemenpan RB) Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan  Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Isi yang tercantum 

dalam Permenpan terbaru ini memiliki kesamaan 90% kesamaan unsur 

survei kecuali unsur Sarana dan Prasarana. Unsur Sarana dan 

prasarana tidak dimiliki pada Permenpan Tahun 2014 namun pada 

Permenpan tersebut mengandung unsur Maklumat Pelayanan. 

  Dalam PermenpanRB No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa  

SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai 

pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pelayanan publik khususnya pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Lamongan. 

  Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan 

luas di berbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhan 

pun semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan masyarakat. 

Ditambah lagi dengan peningkatan kesadaran bernegara, kesemuanya 

itu mengharuskan adanya perubahan tentang konsep pelayanan 

terhadap masyarakat.  
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Masyarakat semakin dinamis dan semakin kritis, sehingga hal ini memicu 

adanya keharusan perubahan paradigma pemerintah dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

  Perubahan pola pikir dalam masyarakat/publik ini diharapkan 

tidak merubah peranan pemerintah sebagai pelayanan publik atau 

masyarakat, hanya merubah sisi peranan yang akan diambil, oleh karena 

itu Pegawai Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil disebut juga pelayan 

masyarakat. Demikian pentingnya pelayanan publik yang diberikan 

pemerintah kepada masyarakat dengan program reformasi nasional tidak 

akan ada artinya apabila pelayanan publik itu ternyata masih buruk. 

Apalagi dalam rangka mewujudkan GOOD GOVERNANCE dimana 

akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, maka pelayanan publik yang akuntabel 

menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda. Sehingga diperlukan 

sebuah inovasi dalam memberikan pelayanan, kemauan untuk menilai, 

menanggapi saran masyarakat dan melakukan perbaikan secara 

berkesinambungan. 

    Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan 

suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan masyarakat, 

menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah 

terutama aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat 

program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.  

    Dengan tujuan untuk melihat konsistensi pelayanan, Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan melakukan survei untuk mengukur 

dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, sebagai bahan evaluasi 

perbaikan pelayanan.   

 

1.2 Peraturan Perundangan  

           Dasar dari penyusunan SKM adalah peraturan perundang- 

        undangan sebagai berikut : 

a. Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor   25   Tahun   2000   

tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 
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b. Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2003 

Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4279); 

c. Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor  25   Tahun   2009   

tentang Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun  2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor : 5038); 

d. Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor  23   Tahun   2014   

tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor : 5587); 

e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 

Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 

f.    Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 

Indonesia Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang 'Pedoman Umum 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi 

Pemerintah. 

g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor: 14 Tahun 2017 tentang 'Pedoman Umum 

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Unit 

Pelayanan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Lamongan, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu 

gambaran/pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan publik yang 

telah diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. 
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    Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, baik oleh masyarakat 

maupun instansi/unit terkait sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan 

dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  

 

1.4 Sasaran 

Adapun sasaran dari Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat 

Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK-1) ini adalah : 

a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan 

dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. 

b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. 

c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik. 

d. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup Pedoman Penyusunan SKM Penyelenggara 

Pelayanan Publik pada Peraturan ini, meliputi Metode Survei, 

Pelaksanaan dan Teknik Survei, Langkah-Langkah Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat, Langkah-Langkah Pengolahan Data, 

Pemantauan, Evaluasi dan Mekanisme Pelaporan Hasil Penilaian Indeks 

Survei Kepuasan Masyarakat, Analisa Hasil Survei dan Rencana Tindak 

Lanjut. 

 

1.6 Manfaat 

Dengan tersedianya data SKM secara periodik, dapat diperoleh 

manfaat sebagai berikut : 

a .  Diketahui  kelemahan  atau  kekurangan  dari  masing-masing    

unsur dalam penyelenggara pelayanan publik. 
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b .  Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah 

dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.  

c .  Sebagai  bahan  penetapan  kebijakan  yang  perlu  diambil  dan  

upaya tindak lanjut  yang  perlu  dilakukan  atas  hasil  

Survei  Kepuasan Masyarakat. 

d .  Diketahui Survei Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh 

terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah. 

e .  Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan 

pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya 

peningkatan kinerja pelayanan. 

f .  Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit 

pelayanan. 

 

1.7 Unsur-Unsur Penilaian 

       Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ini mengacu pada 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Dimana penetapan unsur penilaian diperoleh 9 (sembilan) unsur yang 

dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan, untuk mengukur indeks 

kepuasan masyarakat unit pelayanan.  

 Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei 

Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari: 

a. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik  pelayanan   teknis    maupun   administratif         

b. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata  cara pelayanan yang 

    dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan 

c. Waktu  penyelesaian  adalah   jangka  waktu  yang  diperlukan  untuk  

    menyelesaikan seluruh proses  pelayanan dari  setiap jenis pelayanan 
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d. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

    dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 

    yang besarnya ditetapkan berdasarkan   kesepakatan   antara 

    penyelenggara dan masyarakat 

e. Produk  Spesifikasi  Jenis  Pelayanan adalah hasil  pelayanan yang 

    diberikan   dan  diterima  sesuai  dengan   ketentuan  yang  ditetapkan.    

    Produk pelayanan ini  merupakan  hasil  dari  setiap  spesifikasi  jenis  

    pelayanan 

f.  Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh  

    pelaksana    meliputi     pengetahuan    keahlian    keterampilan    dan    

    pengalaman. 

g. Perilaku  Pelaksana   adalah  sikap petugas  memberikan pelayanan 

h. Penanganan  Pengaduan,  Saran  dan  Masukan  adalah  tata cara 

    pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut 

i.  Sarana adalah  segala  sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

    mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang   

    merupakan penunjang  utama terselenggaranya  suatu proses (usaha,  

    pembangunan,  proyek).  Sarana   yang digunakan  untuk benda yang  

    bergerak  (komputer,  mesin)  dan  prasarana  untuk  benda yang tidak  

    bergerak (gedung).  
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BAB II 

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP 

PELAYANAN PUBLIK DISNAKER 

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan 

Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) dijabarkan dalam hasil 

penilaian survei dari masing-masing unsur pelayanan pada Tahun 2021. 

 

2.1 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pembuatan Kartu 

Pencari Kerja (AK-1) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan 

 

Hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pelayanan 

Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) dengan 400 Respoden dan 9 (Sembilan) 

unsur pelayanan Tahun 2021 menghasilkan nilai SKM terhadap penyelenggaraan 

pelayanan publik sebesar 83,49 sebagaimana disajikan pada tabel 2.1. Dengan 

demikian berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 

mutu Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) pada Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Lamongan mendapat kategori A atau kinerja pelayanan Sangat Baik. 

Tabel 2.1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada 

Dinas Tenaga Kerja  Kabupaten Lamongan Tahun 2021 
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2.2  Hasil Penilaian SKM Per Unsur Pelayanan 

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per unsur Pelayanan Pembuatan 

Kartu Pencari Kerja (AK-1) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 

2021  dapat dilihat pada tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2. Hasil Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 Per Unsur Pelayanan Tahun 2017 

 
Unsur Pelayanan   

Nilai 
Unsur 

Pelayanan 

1 Persyaratan  3,238 

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3,203 

3 Waktu Penyelesaian 3,183 

4 Biaya/Tarif 4,000 

5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,233 

6 Kompetensi Pelaksanaan 3,345 

7 Perilaku Pelaksana 3,370 

8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,248 

9 Sarana dan Prasarana 3,543 

  Rata-rata Tertimbang 3,340 

 

  

GRAFIK 2.1   NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN 
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Berdasarkan label 2.2 dan Grafik 2.1 menunjukkan bahwa dari 9 unsur pelayanan 

sudah sangat baik, Unsur pelayanan yang memiliki nilai tertinggi yaitu unsur pelayanan 

biaya/tarif,karena dalam pengurusan Kartu Pencari Kerja (AK-1) tidak dikenakan biaya sama 

sekali/gratis. Selain itu Unsur Sarana dan Prasarana memiliki nilai tertinggi kedua setelah 

unsur biaya/tarif. Sedangkan Unsur Waktu Penyelesaian menjadi unsur dengan nilai 

terendah. 

 

2.3   Kesimpulan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

Berdasarkan hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan 

Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Lamongan periode Tahun 2021, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

 

Nilai IKM setelah dikonversi   = 83,49% 

Mutu pelayanan  
 

= A 

Kinerja Unit Pelayanan  = Sangat Baik 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1   Kesimpulan 

 

          Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan Survei 

Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja 

(AK-1) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, maka kesimpulan 

yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan 

Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Lamongan Tahun 2021 menunjukkan kategori SANGAT 

BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,340 atau konversi 

IKM 83,49 

2. Hasil pengolahan Survei Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan 

Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) memberikan informasi     

bahwa : 

    Unsur-unsur pelayanan tertinggi dari hasil survei adalah : 

 U4      : Biaya/Tarif 

 U9      : Sarana dan Prasarana 

3.2    Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa data 

yang diperoleh pada survei Tahun 2021 : 

1. Berdasarkan hasil analisa persepsi dan harapan Instansi/Unit 

Kerja/OPD maka dari periode survei saat ini dapat ditentukan 

prioritas perbaikan, yaitu :    

U3      : Waktu Penyelesaian 

2. Survei Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pembuatan Kartu 

Pencari Kerja (AK-1) hendaknya dilakukan secara periodik, untuk 

memantau kondisi pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap 

perbaikan yang telah dilakukan. 
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3. Informasi yang terkait Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja 

(AK-1) dibuat secara informatif dan diletakkan secara strategis, 

sehingga masyarakat dapat menilai unit Pelayanan Pembuatan 

Kartu Pencari Kerja (AK-1) secara transparan. 

4. Guna mempertahankan kepuasan masyarakat terutama 

meningkatkan kenyamanan dan keamanan pemohon, maka 

fasilitas/sarana dan prasarana yang ada lebih ditingkatkan lagi dan 

disesuaikan dengan kemajuan zaman agar Pelayanan Pembuatan 

Kartu Pencari Kerja (AK-1) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Lamongan dapat berjalan baik dan tepat waktu.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 


	Cover.pdf
	Kata Pengantar.pdf
	Daftar isi.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf

